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Pasal  140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, 
selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Pangan menyebutkan bahwa, â€œSetiap 
orang  yang memproduksi dan memperdagangkan  pangan  yang dengan sengaja 
tidak memenuhi  standar keamanan pangan  dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000, -  (empat miliar 
rupiah)â€•. Namun kenyataannya,  tindak pidana memperdagangkan pangan yang 
tidak memenuhi standar  keamanan pangan berupa permen yang mengandung 
gairah seksual yang terjadi di Kota Banda Aceh dan pelakunya tidak pernah 
dilimpahkan ke Pengadilan.
Tujuan  penulisan skripsi ini  menjelaskan faktor penyebab terjadinya 
memperdagangkan  permen  yang mengandung  gairah seksual  dan  alasan tindak 
pidana memperdagangkan permen gairah seksual tidak dilimpahkan ke pengadilan
serta  upaya mencegah terjadinya perdagangan permen gairah seksual  di Kota 
Banda Aceh.
Data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan  penelitian lapangan (field 
research)  untuk mengumpulkan data  primer  yang diperoleh dengan melakukan 
teknik pengumpulan data observasi  dan wawancara  dengan responden dan 
informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  faktor penyebab  terjadinya  peredaran 
permen gairah seksual di Kota Banda Aceh, dilatarbelakangi oleh kurangnya 
informasi mengenai larangan memperdagangkan permen gairah seksual, adanya 
kesempatan dan keinginan,  faktor lingkungan sosial, dan lemahnya sosialisasi 
mengenai kententuan tentang permen gairah seksual.  Alasan  tindak pidana 
memperdagangkan  permen gairah seksual tidak dilimpahkan ke pengadilan, 
karena minimnya kualitas dan kuantitas sistem peradilan pidana, khususnya 
kepolisian dalam menerapkan upaya penegakan hukum, dan kurangnya sosialisasi 
terkait  standar keamanan pangan, serta lemahnya koordinasi antar aparat penegak 
hukum.  Upaya pencegahan  peredaran permen gairah seksual dilakukan dengan 
menerapkan upaya perlindungan hukum preventif dan represif.
Disarankan  untuk melakukan penindakan dalam rangka  menanggapi  faktor 
penyebab terjadinya  tindak pidana  memperdagangkan  permen gairah seksual di 
Kota Banda Aceh, dan meningkatkan  kerja sama yang baik antara penegak 
hukum, fasilitas, sarana, dan prasarana, serta alokasi anggaran, dan melakukan 
upaya perlindungan hukum preventif, kuratif, rehabilitatif, dan upaya 
perlindungan hukum represif.
